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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban
badan penyelenggara jaminan sosial dan
bagaimanakah pertanggungjawaban hukum
badan penyelenggara jaminan sosial menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
BadanPenyelenggara Jaminan Sosial. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban
badan penyelenggara jaminan sosial berhak
untuk memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program yang bersumber dari
Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan memperoleh hasil monitoring
dan evaluasi penyelenggaraan  program
Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.
Kewajiban BPJS untuk memberikan nomor
identitas tunggal kepada Peserta; dan
mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan
aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan
Peserta serta memberikan informasi melalui
media massa cetak dan elektronik mengenai
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan
hasil pengembangannya;memberikan Manfaat
kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. 2. Pertanggungjawaban hukum Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS
wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan program dan laporan keuangan
tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
kepada Presiden dengan tembusan kepada
DISN paling lambat tanggal 30 Juni tahun
berikutnya.Periode laporan pengelolaan
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program dan laporan keuangan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
dari 1 Januari sampai dengan 31
Desember.Bentuk dan isi laporan pengelolaan
program diusulkan oleh BPJS setelah
berkonsultasi dengan DJSN.Laporan keuangan
BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Hukum,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 TentangBadan
Penyelenggara Jaminan Sosial,
menjelaskandalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, tujuan tersebut semakin
dipertegas vyaitu dengan mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan
seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan
program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan
untuk membentuk sistem jaminan sosial
nasional dalam rangka memberikan
perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih
menyeluruh dan terpadu.?

Dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah
memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan
sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk
badan penyelenggara yang berbentuk badan
hukum publik berdasarkan prinsip

3Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011 TentangBadan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
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kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan,
kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas,
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan
hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk  sebesar-besarnya
kepentingan Peserta.

Pembentukan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini
merupakan  pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-
111/2005, guna memberikan kepastian hukum
bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan
program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.
Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan
dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan
pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes
(Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN
(Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi
Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial.
Transformasi tersebut diikuti adanya
pengalihan peserta, program, aset dan
liabilitas, pegawai, serta hak dan
kewajiban.Dengan Undang-Undang ini dibentuk
2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.BPJS Kesehatan
menyelenggarakan program jaminan kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS
tersebut jangkauan kepesertaan program
jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.*

Dewasa ini peran serta pekerja dalam
pembangunan nasional semakin meningkat
demikian pula halnya penggunaan tekonologi di
berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat
mengakibatkan semakin tingginya risiko yang
dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu
upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja
yang dapat memberikan ketenangan kerja
sehingga dapat memberikan kontribusi positif
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terhadap usaha peningkatan disiplin dan
produktivitas kerja.’

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua
dan meninggal dunia.®

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban badan
penyelenggara jaminan sosial ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum
badan penyelenggara jaminan sosial
menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan
Sosial ?

C. METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  hukum  normatif
digunakan dalam menyusun Skripsi ini.Untuk
membahas permasalahan dilakukan perlu
diteliti peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang
akan dibahas. Data sekunder yang digunakan
dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan
seperti bahan hukum primer yaitu peraturan
perundang-undangan ayang berlaku. Bahan
hukum sekunder seperti: buku-buku literatur
dan karya-karya ilmiah hukum yang sesuai
dengan dengan masalah yang dibahas dalam
penulisan iniyang memberikan penjelasan
mengenai permasalahan yang akan dibahas.
Bahan hukum tersier, terdiri dari : kamus
hukum dan kamus Umum Bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN
A. Hak Dan Kewajiban Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur mengenai hak Badan Penyelenggara
Jaminan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal
12: Dalam  melaksanakan  kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS
berhak untuk:

> Lalu  Husni, Pengantar Hukum  Ketenagakerjaan

Indonesia, Edisi Revisi. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta
2008, hal. 158.
®Ibid, hal. 159.
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a. memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program yang bersumber
dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Penjelasan Pasal 12 huruf (a) Yang dimaksud
dengan “dana operasional” adalah bagian dari
akumulasi luran Jaminan Sosial dan hasil
pengembangannya yang dapat digunakan BPJS
untuk  membiayai  kegiatan  operasional
penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur  mengenai  kewajiban  Badan
Penyelenggara Jaminan, sebagaimana
dinyatakan pada Pasall3: Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
BPJS berkewajiban untuk:

a. memberikan nomor identitas tunggal
kepada Peserta;

b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial
dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya
kepentingan Peserta;

¢. memberikan informasi melalui media masa
cetak dan elektronik mengenai kinerja,
kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil
pengembangannya;

d. memberikan Manfaat kepada seluruh
Peserta sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

e. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai hak dan kewajiban untuk
mengikuti ketentuan yang berlaku;

f. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai prosedur untuk mendapatkan
hak dan memenuhi kewajibannya;

g. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai saldo jaminan hari tua dan
pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun;

h. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;

i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan
standar praktik aktuaria yang lazim dan
berlaku umum;

j- melakukan pembukuan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku dalam
penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

k. melaporkan pelaksanaan setiap program,
termasuk kondisi keuangan, secara berkala

6 (enam) bulan sekali kepada Presiden

dengan tembusan kepada DJSN.

Penjelasan Pasal 13 huruf (a) Yang dimaksud
dengan “nomor identitas tunggal” adalah
nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS
kepada setiap Peserta untuk menjamin tertib
administrasi atas hak dan kewajiban setiap
Peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk
semua program Jaminan Sosial. Huruf (c)
Informasi mengenai kinerja dan kondisi
keuangan BPJS mencakup informasi mengenai
jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan
pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial,
dan/atau  jumlah aset dan liabilitas,
penerimaan, dan pengeluaran BPJS.

Jaminan  sosial adalah  suatu bentuk
perlindungan bagi tenaga kerja pada saat kerja
mengalami risiko sosial, seperti kecelakaan
kerja, menganggur, sakit, hamil , bersalin, hari
tua atau meinggal dunia. Bentuk jaminan sosial
dapat berupa uang sebagai pengganti sebagian
atau seluruh penghasilan yang hilang atau
dapat berupa pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami atau
dapat pula kompensasi atas berkurangnya
fungsi tubuh dalam melakukan pekerjaan. Agar
pekerja di seluruh dunia dapat menikmati
perlindungan jaminan sosial yang sama. ILO
mengeluarkan konvensi mengenai standar
jaminan sosial untuk menjadi pedoman.’

B. Pertanggungjawaban Hukum Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, menyatakan pada

Pasal 1 angka 1: Pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undanganbagi
setiap warga negara dan pendudukatas barang,
jasa, dan/atau pelayananadministratif yang

"Mohd. Syaufii Syamsuddin, Norma Perlindungan Dalam
Hubungan Industrial, Cetakan Pertama. Sarana Bhakti
Persada, Jakarta, 2004, hal. 265
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disediakan  oleh
publik.®
Perbuatan melanggar hukum: “perbuatan
yang tidak hanya bertentangan dengan undang-
undang, melainkan juga termasuk didalamnya
perbuatan yang bertentangan dengan moral
dan kepatutan dalam masyarakat”.’ “Perbuatan
melawan hukum: tiap perbuatan vyang
melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain”.*°
Pertanggungjawaban:“kewajiban
memberikan  jawaban yang  merupakan
perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan
kewajiban untuk memberikan pemulihan atas
kerugian yang mungkin ditimbulkannya”."*
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur  mengenai  Pertanggungjawaban
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

sebagaimana dinyatakan Pada 37 ayat:

penyelenggarapelayanan

(1) BPIS wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan  program dan  laporan

keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
akuntan publik kepada Presiden dengan
tembusan kepada DIJSN paling lambat
tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2) Periode laporan pengelolaan program dan
laporan keuangan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan
program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  diusulkan  oleh  BPJS  setelah
berkonsultasi dengan DJSN.

(4) Laporan keuangan BPJS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku.

(5) Laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk
ringkasan eksekutif melalui media massa
elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua)
media massa cetak yang memiliki

8pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.

9Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung,
2008, hal. 150.

“Ibid, hal. 357.

Ybid, hal. 384.
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peredaran luas secara nasional, paling
lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

(6) Bentuk dan isi publikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
Direksi setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Pengawas.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan
pengelolaan program sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 38 ayat:

(1) Direksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian finansial yang
ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan
Dana Jaminan Sosial.

(2) Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas
dan Direksi wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya  kepada  Presiden  dengan
tembusan kepada DJSN.

Ada beberapa pengertian berkaitan dengan
ganti rugi, yaitu:12

a. Ganti kerugian: “hak seseorang untuk
mendapat pemenuhan atas tuntutannya
yang berupa imbalan sejumlah uang karena
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan
menurut cara yang diatur dalam undang-
undang”.

b. Ganti kerugian: “penggantian atas tanah
berikut bangunan tanaman dan/atau
benda-benda lain yang terkait dengan
tanah sebagai akibat pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah”.

c. Ganti rugi aktual/ actual damages:
“kerugian yang benar-benar diderita secara
actual dan dpat dihitung dengan mudah
sampai ke nilai rupiah”.

d. Ganti rugi campur aduk/ remedy meddiing:
“suatu variasi dari berbagai taktik di mana

pihak kreditur berusaha untuk
memperbesar haknya jika pihak debitur
wanprestasi dan

mengurangi/menghapuskan kewajibannya
jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak
tersebut”.

e. Ganti rugi karena perbuatan melawan
hukum: “suatu bentuk ganti rugi yang

Anonim.Op.Cit. hal, 116-117.
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dibebankan kepada orang vyang telah
menimbulkan kesalahan kepada pihak yang
dirugikan”.

f. Ganti rugi karena wanprestasi: “suatu
bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada
debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian
yang telah dibuat antara kreditur dengan
debitur”.

g. Ganti rugi kompensasi (compensatory
damages): “ganti rugi yang merupakan
pembayaran kepada korban atas dan
sebesar kerugian yang benar-benar telah
dialami oleh pihak korban dari suatu
perbuatan melawan hukum”.

h. Ganti rugi nominal: “ganti rugi berupa
pemberian sejumlah uang, meskipun
kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung
dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada
kerugian material sama sekali”.

i. Ganti rugi nominal (nominal damages):
“ganti rugi berupa pemberian sejumlah
uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak
bisa dihitung dengan uang”.

j. Ganti rugi penghukuman/punitive
damages; “suatu ganti rugi dalam jumlah
besar yang melebihi dari jumlah kerugian

yang sebenarnya, ganti rugi itu
dimaksudkan sebagai hukuman bagi si
pelaku”.

k. Ganti rugi tetap; “suatu ganti rugi yang
jumlahnya telah ditetapkan secara pasti
dan sudah disebutkan dalam kontrak
tersebut, sungguhpun kerugian pada saat
itu belum terjadi”.

I.  Ganti rugi umum: “ganti rugi yang berlaku
untuk semua untuk semua kasus, baik
untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak,
maupun  kasus-kasus yang berkenaan
dengan perikatan lainnya, termasuk karena
perbuatan melawan hukum”.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu
ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi
karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi
karena wanprestasi diatur dalam Buku Il KUH
Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH
Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH
Perdata, sedangkan ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal
1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan
melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi
yang dibebankan kepada orang yang telah
menimbulkan kesalahan, bukan karena adanya

perjanjian.Ganti rugi karena wanprestasi adalah
suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan
kepada debitor yang tidak memenuhi isi
perjanjian yang telah dibuat antara kreditor
dengan debitor.®

Istilah tanggung jawab dalam arti liability
dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang
merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid
dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung
jawab hukum menurut hukum
perdata.Tanggung gugat merujuk pada posisi
seseorang atau badan hukum yang dipandang
harus membayar suatu kompensasi atau ganti
rugi setelah adanya peristiwa hukum.*

Tanggung jawab artinya menanggung segala
sesuatu  kerugian yang terjadi  akibat
perbuatannya atau perbuatan orang lain yang
bertindak untuk dan atas namanya. Dengan
demikian apabila terjadi sesuatu dapat diajukan
gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang
yang dirugikan.”

Secara umum prinsip-prinsip tanggung
jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai
berikut:

a. Kesalahan;
b. Praduga selalu bertanggung  jawab

(presumption based on fault);

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab

(presumption of nonliability);

d. Tanggung jawab mutlak (strict liability);
e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of
liability).*

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur
kelasalahan (fault liability) atau liability based
of fault adalah prinsip yang cukup umum
berlaku dalam hukum pidana dan perdata.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip
ini dipegang secara teguh. Prinsip ini
menyatakan sesorang baru dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada
unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365
KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal

13Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (BW), Cetakan
Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.
% peter Marzuki Mahmud, Pengantar Iimu Hukum,
Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 258.
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta. 2008, hal. 1398.

® Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan
Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
2008.hal. 92
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tentang perbuatan melawan hukum,

mengharuskan terpenuhinya empat unsur

pokok, yaitu:

a. adanya perbuatan;

b. adanya unsur kesalahan;

c. adanya kerugian yang diderita;

d. adanya hubungan kausalitas antara
kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan
dengan hukum.Pengertian “hukum” tidak
hanya bertentangan dengan undang-undang,
tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam
masyarakat.'®

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab.
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu
dianggap bertanggung jawab (presumption of
liability principle) sampai saat ini ia dapat
membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban
pembuktian ada pada si tergugat.™

Prinsip praduga untuk tidak selalu
bertanggung jawab.Prinsip ini adalah kebalikan
dari prinsip kedua.Prinsip praduga untuk tidak
selalu  bertanggung jawab (presumption
nonliability principle) hanya dikenal dalam
lingkup transaksi konsumen vyang sangat
terbatas dan pembatasan demikian biasanya
secara common sense dapat dibenarkan.Contoh
dalam penerapan prinsip ini adalah dalam
hukum pengangkutan.Kehilangan atau
kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang
biasanya dibawa dan diawasi oleh si
penumpang (konsumen) adalah tanggung
jawab  dari penumpang.Dalam hal ini,
pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta
pertanggungjawaban.”

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict
liability) sering diidentikkan dengan prinsip
tanggung jawab absolut (absolute liability),
kendati demikian ada pula para ahli yang
membedakan kedua terminologi di atas.Ada
pendapat yang mengatakan strict liability
adalah  prinsip  tanggung jawab vyang
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor
yang menentukan, namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk
dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya
keadaan force majeur.Sebaliknya, absolute
liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa

Y1bid, hal. 93.
1bid.

1bid, hal. 94.
2ipid, hal. 95-96.
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kesalahan dan tidak ada
pengecualiannya.Selain itu ada pandangan yang
agak mirip yang mengaitkan perbedaan
keduanya pada ada atau tidak adanya
hubungan kausalitas antara subjek yang
bertanggung jawab dan kesalahannya.Pada
strict liability, hubungan itu harus ada,
sementara pada absolute liability, hubungan itu
tidak selalu ada.Maksudnya pada absolute
liability, dapat saja si tergugat yang dimintai
pertanggungjawaban itu bukan si pelaku
langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam
kasus bencana alam).”

Prinsip tanggung jawab dengan
pembatasan.Prinsip tanggung jawab dengan
pembatasan (limitation of liability principle)
sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk
dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam
perjanjian standar yang dibuatnya.*”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Pasal 52: Anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi dilarang:

a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat
ketiga antara anggota Dewan Pengawas,
antaranggota Direksi, dan antara anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi;

b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan
dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;

¢. melakukan perbuatan tercela;

d. merangkap jabatan sebagai anggota partai
politik, pengurus organisasi masyarakat atau
organisasi sosial atau lembaga swadaya
masyarakat yang terkait dengan program
Jaminan Sosial, pejabat struktural dan
fungsional pada lembaga pemerintahan,
pejabat di badan usaha dan badan hukum
lainnya;

e. membuat atau mengambil keputusan yang
mengandung unsur benturan kepentingan;

f. mendirikan atau memiliki seluruh atau
sebagian badan usaha yang terkait dengan
program Jaminan Sosial;

g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan dihapuskannya suatu laporan
dalam buku catatan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau
laporan transaksi BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial;

2ibid, hal. 96.
21bid, hal. 97.
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h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan
aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;

i. melakukan subsidi silang antarprogram;

j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau
Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi
yang tidak terdaftar pada Peraturan
Pemerintah;

k. menanamkan investasi kecuali surat
berharga tertentu dan/atau investasi
peningkatan kualitas sumber daya manusia
dan kesejahteraan sosial;

I. membuat atau menyebabkan adanya suatu
laporan palsu dalam buku catatan atau
dalam laporan, atau dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, atau laporan
transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan
Sosial; dan/atau

m. mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan, atau
dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau merusak
catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 52 Huruf (a) Yang dimaksud
dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan
keluarga karena pertalian darah atau
perkawinan. Huruf ¢ Yang dimaksud dengan
“melakukan  perbuatan tercela” adalah
melakukan perbuatan yang merendahkan
martabat Dewan Pengawas dan Direksi.

Larang; melarang artinya memerintahkan
supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak
memperbolehkan berbuat sesuatu.”?Perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut. ** Dapat juga dikatakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman

3 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka
Cipta. Jakarta, 2009, hal. 242.
% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

pidananya ditujukan kepada orang vyang

menimbulkan kejadian itu.”

Antara larangan dan ancaman pidana ada
hubungan yang erat, oleh karena di antara
kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang
satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.
Kejadian tidak dapat dilarang jika yang
menimbulkan bukan orang dan orang tidak
dapat diancam pidana, jika tidak karena
kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru
untuk menyatakan hubungan yang erat itu,
maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu
suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada
dua keadaan konkret: pertama, adanya
kejadian yang tertentu dan kedua, adanya
orang vyang berbuat yang menimbulkan
kejadian itu.?®

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
Pasal 53 ayat:

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi yang melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
atau huruf f dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang
ditunjuk.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian sementara; dan/atau

c. pemberhentian tetap. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif ~ diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

Sanksi  hukum administrasi merupakan
sanksi yang penerapannya tidak melalui
perantaraan hakim.Pemerintah berwenang
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak
jauh secara nyata.Sasaran sanksi administrasi
adalah perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan  perundang-undangan, sehingga
secara prinsipil berbeda dengan pemberian

2 |bid.
%Ibid, hal. 59-60.
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sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).”

Apabila masyarakat dapat hidup damai,
tenteram dan aman maka kehidupan mereka
perlu diatur dengan sebaik-baiknya.Mengatur
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini
hukum pidana sangat besar artinya bagi
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana
adalah: hukum vyang mengatur tentang
kejahatan dan pelanggaran terhadap
kepentingan umum dan perbuatan tersebut
diancam dengan pidana yang merupakan suatu
penderitaan.’®

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak dan kewajiban badan penyelenggara
jaminan sosial dalam melaksanakan berhak
untuk memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program yang bersumber
dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; danmemperoleh
hasil monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
dari DJSN setiap 6 (enam)
bulan.KewajibanBPJS untuk memberikan
nomor identitas tunggal kepada Peserta;
dan mengembangkan aset Dana Jaminan
Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-
besarnya kepentingan Peserta serta
memberikan informasi melalui media
massa cetak dan elektronik mengenai
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan
dan hasil pengembangannya;memberikan
Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai
dengan Undang-Undang tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional; memberikan
informasi kepada Peserta mengenai hak
dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan
yang berlaku;memberikan informasi
kepada Peserta mengenai prosedur untuk
mendapatkan hak  dan memenuhi

77 |da Bagus Woyasa Putra, Hukum Bisnis
Pariwisata, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama,
Bandung, 2003. hal. 183.

28 Sudarsono, Pengantar llmu Hukum, Cetakan Kelima, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.
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kewajibannya;memberikan informasi
kepada Peserta mengenai saldo jaminan
hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;memberikan
informasi kepada Peserta mengenai besar
hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan membentuk cadangan teknis
sesuai dengan standar praktik aktuaria yang
lazim dan berlaku umum serta melakukan
pembukuan  sesuai dengan  standar

akuntansi yang berlaku dalam
penyelenggaraan Jaminan Sosial;
danmelaporkan pelaksanaan setiap

program, termasuk kondisi keuangan,
secara berkala 6 (enam) bulan sekali
kepada Presiden dengan tembusan kepada
DJSN.

Pertanggungjawaban hukum Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yaitu BPJS wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan  program dan  laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
akuntan publik kepada Presiden dengan
tembusan kepada DISN paling lambat
tanggal 30 Juni tahun berikutnya.Periode
laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai
dengan 31 Desember.Bentuk dan isi
laporan pengelolaan program diusulkan
oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan
DJSN.Laporan keuangan BPJS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku.Laporan
pengelolaan  program dan  laporan
keuangan tahunan dipublikasikan dalam
bentuk ringkasan eksekutif melalui media
massa elektronik dan melalui paling sedikit
2 (dua) media massa cetak yang memiliki
peredaran luas secara nasional, paling
lambat tanggal 31 Juli tahun
berikutnya.Bentuk  dan isi  publikasi
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat
persetujuan dari Dewan
Pengawas.Ketentuan mengenai bentuk dan
isi laporan pengelolaan program diatur
dengan Peraturan Presiden.Direksi
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bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian finansial yang
ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan
Dana Jaminan Sosial.Pada akhir masa
jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib
menyampaikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.

B. SARAN

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban badan
penyelenggara jaminan sosial memerlukan
pengawasan yang efektif secara eksternal
dan internal. Oleh karena itu Pengawasan
internal BPJS yangdilakukan oleh organ
pengawas BPJS, yang terdiri atas: Dewan
Pengawas; dan satuan pengawas internal
serta pengawasan eksternal BPJS dilakukan
oleh DJSN; dan Ilembaga pengawas
independen perlu dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pertanggungjawaban hukum badan
penyelenggara  jaminan  sosial  harus
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan oleh karena itu direksi
secara tanggung renteng harus menanggung
kerugian finansial yang ditimbulkan atas
kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.
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